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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang

berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi

kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta

untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan

produktivitas perkebunan kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk

KESATU

Rl

® N oo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kei'lutanan;
Menteri Pertanian;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;

Menteri Dalam Negeri;

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Para Gubernur;

Para Bupati/Walikota;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

1.

Melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi
perizinan  perkebunan kelapa sawit serta
peningkatan produktivitas perkebunan kelapa

sawit.

2. Dalam ...




i

ﬁ@ﬁ#

FPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan

kegiatan:

a.

memverifikasi data pelepasan atau tukar
menukar kawasan hutan untuk perkebunan
kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan
atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan,
Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU);

menetapkan standar minimum kompilasi

data;

melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan
kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh
kementerian/lembaga dengan pemerintah
daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU,
dan keputusan penunjulzzan atau penetapan

kawasan hutan dengan HGU;

menyampaikan hasil'rapat koordinasi kepada
menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota
terkait dalam rangka pengambilan keputusan

sesuai kewenangannya mengenai:

1) penetapan kembali areal yang berasal
dari kawasan hutan yang telah
dilakukan  pelepasan  atau  tukar
menukar kawasan hutan  sebagai

kawasan hutan;

2) penetapan ...
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. 3.

penetapan areal yang berasal dari
kawasan hutan yang telah dilakukan

pelepasan sebagai tanah negara,

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau

__Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;

penetapan tanah terlantar dan
penghentian proses penerbitan atau

pembatalan HGU; dan/atau

langkah-langkah Hhkum dan/atau
tuntutan ganti rugl atas penggunaan
kawasan hutan untuk perkebunan
kelapa sawit berdasarkan verifikasi data
dan evaluasi atas pelepasan atau tukar
menukar kawasan  hutan  untuk _‘

perkebunan kelapa sawit.

3. Membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan
koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
KEDUA . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:
1. Melakukan penundaan pelepasan atau tukar

menukar kawasan hutan untuk perkebunan

-kelapa sawit bagi:

a. permochonan baruy;

b. permohonan yang telah diajukan namun

belum melengkeapi persyaratan atau telah

memenuhi persyaratan namun berada pada

kawasan hutan yang masih produlktif; atau

c. permohonan ...
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C. perm'ohonan yang telah mendapat
persetujuan prinsip namun belum ditata
batas dan berada pada kawasan hutan yang

masih produlktif.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau
tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan
kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses
berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

Hutan.

Melakukah penyusunan da1:1 verifikasi data
pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
untuk perkebunan kelapa sawit yang mencakup:
nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, dan

tanggal penerbitan.,

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada

angka 3, melakukan evaluasi terhadap:

a. pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa
sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih
berupa hutan produktif, dan/atau terindikasi
tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau
tukar menukar dan dipindahtangankan pada

pihak lain;

b. perkebunan ...
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b, perkebunan kelapa sawit yang berada dalam
kawasan hutan tetapi belum mendapatkan
pelepasan atau tukar menukar Kkawasan

hutan;

c. pelaksanaan pembangunan areal hutan yang
bernilai konservasi tinggi/High Conservation
Value Forest (HCVF) dari _;geleioasan kawasan

hutan untuk perkebunan kélapa sawit;

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit

vang terindikasi berada dalam kawasan hutan.

Menindaklanjuti ~ hasil  rapat  koordinasi
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

angka 2 mengenai:

a. penetapan kembali areal yang berasal dari
kawasan hutan yang telah  dilakukan
pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan

sebagai kawasan hutan; dan/atau

b. langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan
ganti:_. rugi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan atas penggunaan
kawasan hutan untuk perkebunan kelapa
sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi
atas pelepasan atau tukar menukar kawasan

hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

7. Melakukan ...
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Melakukan  identifikasi dan  melaksanakan
ketentuan alokasi 20% {(dua puluh perseratus)
untuk perkebunen rakyat atas pelepasan kawasan

hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

KETIGA : Menteri Pertanian untuk:

1.

Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan

peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan

~ pendaftaran  Surat Tanda  Daftar Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang
mencakup: nama dan nomor, -10k_aéi, luas, tanggal
penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun

tanam.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada

angka 1, melakukan evaluasi terhadap:

a. prdses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan
pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit;

b. Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
telah diterbitkan; dan

c. pelaksanaan kewajiban perusahaan
perkebunan yang memiliki Izin Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha
perkebunan untuk budidaya kelapa sawit
untuk memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat paling kurang 20% {dua puluh
perseratus) dari total luas areal lahan yang

diusahakan oleh perusahaan perkebunan;

serta ...
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serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menindaklanjuti hasil rapat kqté)rdinasi mengenai
NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda

Daftar Usaha Perkebunan.

Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani
sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi
pemanfaatan lahan untuk peningkatan

produktivitas sawit.

Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit
untuk menerapkan standar Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO).

KEEMPAT : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional untuk:

1.

Melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU
yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas,

tanggal penerbitan, dan peruntukan.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada

angka 1, melakukan evaluasi terhadap:

a. kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit

dengan peruntukan tata ruang;

b. realisasi pemanfaatan HGU perkebunan

kelapa sawit;

c. peralihan HGU kepada pihak lain tanpa

pendaftaran Badan Pertanahan Nasional; dan

d. pelaksaﬁaan
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pelaksanaan perlindungan dan/atau
pembangunan areal hutan yang bernilai
konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan kelapa

sawit; -

serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

angka 2 mengenai:

a.

penétapan tanah terlantar yang berasal dari
pelepasan atau tukar mentkar kawasan
hutan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

penghentian proses penerbitan HGU dalam
hal proses perolehén haknya tidak dilakukan
sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan atau pembatalan HGU perkebunan
kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai

tanah terlantar;

pengembalian tanah vyang berasal dari
pelepasan atau tukar menukar kawasan
hutan sebagai kawase;n hutan sesuail
ketentuan peraturan perundang-undangan
apabila belum diproses dan/atau diterbitkan
Halk Atas Tanahnya;

penetapan tanah yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai
ketentuan peraturan per]1ndétng~undangan;

dan

e. pengembalian ...
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e. pengembalian tanah yang berasal dari
‘pelepasan atau tukar menukar kawasan
hutan sebagai kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ disampaikan kepada
gubernur untuk diusulkan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi

kawasan hutan.

4. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah
kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan
hak masyarakat seluas 20% (dua puluh
perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan

dari HGU perkebunan kelapa sawit,

5. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah

pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit
rakyat.

Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota
dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan
perkebunan = kelapa  sawit, serta ‘ ‘peningkatan

produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk
menunda permohonan penanaman modal baru untuk
perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan
kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari
pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, kecuali
yvang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

- KETUJUH ...
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Gubernur untuk:

1.

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/
izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin
pembukaan lahan perkebunari kelapa sawit baru
vang berada pada kawasan hutan, kecuali yang
diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data
dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan
atau Surat Tanda Daftar Usahé& Perkebunan yang
mencakup: nama dan nomor,llcdkasi, luas, tanggal
penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun

tanarm.

Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi
sebagaimana dimaksud pada; angka 2 kepada
Menteri Pertanian yang menyangkut Izin Usaha
Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang

menyangkut Izin Lokasi.

Menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  rapat
koordinasi sebagaimana dimeaksud pada DIKTUM
KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin
Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daltar
Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan

hutan.

Menyampaikan usulan ‘kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan :Kehutanan untuk
penetapan areal yang berasal dari pengembalian
tanah dari pelepasan atau tukar menukar

kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

KEDELAPAN ...
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Bupati/Walikota untuk:

1.

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/
izin usaha perkebunah kelapa sawit dan izin
pembukaan lahan perkebunari kelapa sawit baru
yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang
diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

Melakukan pengumpulan data dan pemétaan atas
seluruh  area  perkebunan . pada  wilayah
kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha
maupun perseorangari, yang’ mencakup:

peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

Melakukan pengumpulan data dan peta serta
verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha
Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha
Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor,
lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas

tanam dan tahun tanam.

Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat
pada wilayah kabupatennya yang berada pada
kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area

Penggunaan Lain).

Menyampaikan hasil pengumpulan data
sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3,
dan angka 4 kepada gubernur denéan tembusan
kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

6. Menindaklanjuti ...
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6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat
koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin
Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar
Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan

hutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan
pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden
secara berkala s'etiap 6 {enam) bulan atau sewaktu-

waktu diperlukan.

Mekanisme pelaksanaan penundaan dan evaluasi
perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan
produktivitas .perkebunan kelapa  sawit  oleh
menteri/ kepala lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota mengikuti alur proses sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa
sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa
sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3
(tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan
dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa

sawit dilakukan secara terus menerus.

Melaksanakan I[nstruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.

Instruksi ...
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
e
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA
PENINGKATAN PRODUKT IVI’I‘AS PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT

MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI P-’ERIZINAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

MENTERI
DALAM NEGER!

Pembinsan den.
pengawasan daiam
pelaksandarn
pehundaan.dan
evaluaal patizinan,
perhabunar kelapa
sawitaerto.
péntngkatan
produykdivites.
parkebunin kelapa

‘sawlt’

1. Gubernur dan Bupati/Walikota

BUPATI
WALIKQTA

Pengumpulan

HEBLIAKAN

dota

Data-dan pametaan stas sshiryh
orea parksbunan mik badan
upaha mappun peraeorangan,
*Data dan pata sefis vorlikaai
alas 2o Lekasl dan MRISTOUPR.
“Dita dlin pala porkebunan rakysl]
yang baradn pads kewnaan
hutan dan di et kasvasan hutan

sMenteri Rertanian
»Menteri’ Lingkungan
Hiuip dan Kehutanan
sMerfari Agrada-dan Tatz
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan MNasidna)

Penundoan pcner‘b‘un rekernetdasblzin
wanhy berleabumn elopa sovst dan fzin.

N pemmksanlnhan parkebunisn kelapa
"l sawitbam ysng berada poda kevasdin

hutan (popgscuatian Mkturn KEDUA
'sngia 2inpres).

«Hasil
pambahasan

B Rapat Koordinasi

Melskukan

pembatalan
IUP/STOUP yang
berada di'delam
kawasan hutan

- " Penundoon penerbltan rekomendasifzin
T usanoponwbafhmn Keihpa sowdt dan lzin
T-x pembiikianlabén patkebunan kelapa
l::mr::;:g: GUBERNUR - 7] .envritbam yang berach pada Rewnsan
Maplet LHK - Pangumputas - utan ‘“ﬁﬁﬁ:’%’:ﬁ.’éﬂ'&%ﬁm KeouA
btk dan verifikas! dista . :
L areniyang || «Dath dosi petn I kst A | ;
p:.:"“.mﬁn NP olowSTOUP,- ' g::;:)aha san
" tanatdart Rapal Koordinasi .
polepasan aley
tukar menvkar .
”“;;:;g"?*‘" ™ Melakukan
kttwazan hutan pembatalan

IURISTDUP yang
berade'd! datam
Kawasarhutan

------ e A 4 B B

2. Menteri...

............
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2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Existlig®

Panyusunan

-3 Vérlﬂk&ai Data

(A

Plopasan sty tuksy

|

"

Peppason ftou tikar
menukst kawasen hus
yang dimaniaatian asbngal
patksbunan kelspa-sawil
yang et divstakand
Jangun, mash herupa
hutaa. produktif, dansatau
teringkaaitisay asauni
dengan Wjuan pelepasan
atau tithar manokor don

+dishdahlangankan, pade
“pthak b,

Perkebunan kelapa sawit
yang bereda dafam
kawasan hulan fatap! betum
menanpau:an pdupuaun
atoy tikar Senukat
knvrasan hutan,
Palaksanaon pambangunan
atenl hirtas yang beinial
kenservasitiaggl (HOVF)

“dari. pelepasen kavwasan
- hutan untuk perkepunan

kelapa sawh.

Melaperkon
; hasil eveldagi

*Totmasuk kebun sawlt tanpa 12in pelepasan atau tukar misnukar kawasan utan -

1 rsiaker kavenzan huisn

Permahonan

“Telahditinami
dandiproses
berdasarkan

Pasal #1 Peraturan

Pemetiniah Nomor

104 T2hun2015

Ditanjuthan

Tidak

+ MenterlKoordgihator Bidang Perekanomian

KEBIJAKAN

o -——-—---nnuuan—_—p--kq

Peanundaan pelepasan atay
. fukar menuharkavwasan Hufan.
unituk Peskebunan Kalapa
Sawlt.

-+ Hasil pémba-
fhasan Rapat
Koordinasi

. Penelapan kernbali-areal yang
bérasal’ddr kawasan tivtan |
yang telah dilakukan
palépasan atau fukar manukar
kawasan hutaa sebagai
kawasan hutan,

v Langkah-dngkah hukum
danvatau tunlutan ganti rugi
gasuai ketentuan peraturan
parundang-undangan ates
panggunaan kawasan hutan
untyk parkebunan Kelapa
s#wit bardasarkan verffikasi
data, evalvast atas pelepasan'
algu tukar menukar kawasan
hutdin. untuk perietiunan
kelaps sawit,

* Melakukan identifikasi dan
rnelaksanakan ketentuan
alokast 20% untuk perkébunan
rakyat stas pelepasan
kawasan hitan untuk
parkebunan kelapa sawil.

24 bt e ]

3. Menteri...




3. Menteri Pertanian

Panynsunan |
8 Verifihasl Deta’ |
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VP dan - pendaftaran STOUR
Kelapa Sawit' secara nasional

KEBIJAKAN

Merningkatkan pembinaan
kelembagsan petani sawit
dalam rangka optimalisasi

\__T"

FVALUAS!

«Proses psmberlanIUP dan pandattaran
STDUP Kelapa Sawi

+IUP dari STOWP Kefaga Bawilyangielah
diterbitkan.

+pelaksanaan Kewallban parusataan
parkabunariydnig miamillid [zin Dsanis
PRerkebunan Kblapa Sawitalau j2in usaha
petkeburari Uniyk ridtdeya kelzpa sawlt .
yntuk memfasiitas| pembanpund kebun
masyarakafpallng kurangzn% dartotal fuge
.2reatiahanyang dlusahakm

+ dan intensifikasi
pemanfaaian lahan uniuk
peningkatan produktiviias
"sawit,

Memastikan setiap-
perkebqnan ketapa sawil

+

Ve Melzgparkan a
P hasil evaluast

y

©

+ Menterl Koordinator Bidang Perekanonilan

#| uitlk ménerapken standar
fncfones:an Sustainable Paim
Oﬁ(lSPO)

« Hasil p?mb‘a-
- hasan Rapat
Koordinasi

Narma, Standar, Prosedur,
dan Kntarra UP -gtau
STOUP,

4. Menteri..,
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4, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

KEBLIAKAN:

£ \ ‘ Fenyusunan . | A _ .
- & VerifiikasiData HGU | r
d T Melakukan percnpatan penemlian

hak atad tanah kepada masyagakat

2 datam ragka petaksanaan hak
masyarakal 26luas20% dar}
pelepasan kawasan hutan dan dari
HGU parknbunan sawlidan’
menarbliian hak alas téngh pada
lahan-lahan parkebunan kajapa sawd,

EVALUAS!
+ Kesesualan HEU perkeblnan, kelapa » Hasil pamba-
séwit denganperunfukantata ruang. e hasan Rapat

« Reallsasl pemanfagtanHGU Koordinasi
+ Panetapantanahianantaryang

perkebunan kelgpa sawit, -

+ Perafian HGU kepada pibac i o g o Sl ar
tanpa pendafiarai BPN. ketantizan peraturan parundang-

+ Pelaksanzan pefiindungan dan/atay undangan,
pempangunan areal hutan yang * Pénghantiar prok os penertitanHGU
berlial konservas! ingavHCVF darl dalam hal proses peroleian haknya

Uda dliakukan sesual ketsriuan

pelepasan Kawasan fitan unuk peraturan parundang-untangan atau
ol L
perkebunan kelapa sawh. . pembalatan HGU parkebunan kelepa
aawl! ra‘ng telah ditetapkan sebagal
lanahlenaniar
- . F‘elpgemt:a?ianlanah yang berasaldag
pelepasan‘alaytukar manukar
Melaporkan kawasan huian sebagal kawasan
. hutan gasualketentuan peraluran
hasil evaluasi I ketenty 1
: perundang-undangan apadlabelum
dipfoses dan/atau dﬂerbnran HakAtas
Taniahnya,
+ Pénstapantananyang beragal dasd

y pilepasan kawaaan hulan sanam_l
tanahnegara sésual ketentuan
paraturan perundan g-undangamn

. . Per\gemnallan!an'ahyang berasal ¢ari

. pelepagan atau iuksf menukar
Menter! KKoordinator Bldang Perekenomjan ~ kewasan hutan senagsl kawasan

hutan disampaikan kapada gubernur

untuk dlissulkankepada Menter

! Lingkungan Higup dan Kehutanan

manjadi kawmn hitstan, ;

4 2 i o

5. Menteri...
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5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Menteri
Pentanian

5

Menter

ATR/Kepala B&N

¥
Manter Koordinator
il 19 Perekopo ta

Wilaktkan Keordinksl dan

Rekomendas]

b

T4pRIA,

e O
Perietopen kofibus areai T Motma, Standar,

yang boranaldar kawesan
furlan yang tolah ddekukan
papzasn/THKH sebagal
kawasan hidan,
‘Penatepan sreal yang
beornanldari kawnsss huis
yoagteinh diatukan
pelspeann,sebngoltanah

Prosadur, dan Kritera
IUR/STOUP.

-« Penatapan {anah
terlantar dan
penghentian proses
penerbitan atay
pernbatalan HGU.

[~ Langkah-langkzh

huktm dan/atay
tuniatan gapti rugi
atas psnggunaan
kawasan hutan untuk
perkebunan kelapa
sawit.

Varifikasi data é * Penttapan-slandar
palapasan atau tukar- mio¥num komphond.dete.
menuiar kawasan * Slakranlsasldengnn
hutan untuk priakaantan Kebjakan
. .Shtu Deta’ yang bhckblian
PSTR_EW*“’" kelapa dangan kesosusian:
sawit, pela IUP atau perizioan yang dielatken
STOUR, 1zin Lokasi, oléh kementotiendembbgs
Y dengon pemainish
dan HGU. daarah, UP denpan HOU,
dan kepuluagh penunjikan
‘alAl-penetapan.rawasan
hutan dengan HGY.

(E)

Pelaporan- kepada Prasiden, secara'berkala setiap 6
bulan atau sewaktu-waklu dipsilukan tentang
itemijusn ‘palakesanazn penundaan dan evahlasi
perizinan perkebunan kefaps sawil sera
peningkatan produldivitas perlcebunan kelnpa sewit.

1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

.U<

+ MenleriflLembaga teknig terkait,
Gubemur, dan BupatiiWatikota
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